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Lampiran 2 ;: PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS
PENGELOLA APLIKASI i-SIMPEG SMP NEGERI 2 SATU ATAP KABILA BONE

Yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : Yurningsi A. Mahmud, S.Pd
NIP : 19900629 201903 2 005
Jabatan : Guru

OPD / Unit Kerja :SMPN 2 Satu Atap Kabila Bone

Dengan ini menyatakan komitmen dan kesanggupan untuk melaksanakan tugas sebagai
Pengelola Aplikasi i-SimPeg (Admin SMP Negeri 2 Satu Atap Kabila Bone ) dengan penuh
tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme.

A. TUGAS ADMIN i-SIMPEG
1. Mengelola dan memutakhirkan data dan dokumen kepegawaian ASN pada OPD/Unit

Kerja melalui Aplikasi i-SimPeg.
2. Memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen kepegawaian yang diusulkan

melalui sistem.
3. Mengelola layanan kepegawaian secara online sesuai dengan hak akses yang diberikan.

4. Melakukan koordinasi dengan BKPSDM terkait pengelolaan dan permasalahan aplikasi i-
SimPeg.

5. Menjaga keberlangsungan layanan i-SimPeg agar berjalan tertib, akurat, dan tepat
waktu.

B. TANGGUNG JAWAB
1. Bertanggung jawab penuh atas kebenaran, keakuratan, dan legalitas data kepegawaian

yang dikelola.

2. Menjaga kerahasiaan data dan dokumen kepegawaian sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Menggunakan akun i-SimPeg hanya untuk kepentingan kedinasan dan sesuai hak akses.
Melaksanakan tugas dengan mematuhi Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 7 Tahun
2020 dan ketentuan teknis lainnya.

5. Siap dilakukan evaluasi dan mempertanggungjawabkan pengelolaan i-SimPeg apabila
diperlukan.

C. HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN

1. Mengubah, menghapus, atau memanipulasi data kepegawaian tanpa dasar dokumen
dan kewenangan yang sah.

2. Menyalahgunakan akun i-SimPeg untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

3. Memberikan username, password, atau akses aplikasi kepada pihak yang tidak
berwenang.

4. Mengunggah dokumen palsu, tidak sah, atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

5. Mengabaikan prosedur dan ketentuan pengelolaan data kepegawaian yang telah
ditetapkan.

6. Melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi OPD, BKPSDM, maupun
Pemerintah Daerah.
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